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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam 
mencegah dan menangani perdagangan anakdan perempuan, perlindungan hukum 
terhadap korban perdagangan anak dan perempuan dan peranan dan upaya 
Pemerintah Republik Indonesia mencegah dan menangani perdagangan anak dan 
perempuan. 

Penelitian ini bersifat penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian 
yang bertujuan memberikan analisis dalam putusan hakim (studi di Pengadilan 
Negeri Medan). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh 
dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Dalam metode studi kepustakaan 
diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktin-doktrin 
hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari 2 (dua) referensi yaitu yang 
bersifat umum seperti perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks dan yang 
bersifat khusus yaitu juma, laporan penelitian dan lain-lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peranan hakim dalam 
memberikan putusan-putusan kepada terdakwa perdagangan anak dan perempuan. 
Hakim harus konsisten dalam menangani perkara perdagangan anak dan 
perempuan, yakni dengan memberikan prioritas penanganan dan menghukum 
terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saat ini, payung 
hukum dalam pemberantasan perdagangan orang telah ada yaitu dengan adanya 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang ini, secara tegas sudah diatur tentang 
restitusi kepada korban perdagangan orang termasuk anak dan perempuan dah 
rehabilitasi. Karenanya peranan hakim dalam pencegahan dan penanganan pelaku 
perdagangan orang sangat dibutuhkan. 

Mahasiswa PPs. MHB UMA. 
•• 

Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA. 

Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to know the role of judge to prevent and handle 
the trade (trafficking) the child and the woman, law protection to the victims of 
the trade (trafficking) the child and the woman and the roles and efforts of the 
Republic of Indonesia Government the trade (trafficking) the child and the 
woman. 

This research was descriptive empirical, that is the purposeful research gave 
the analysis about adjudication (the study of case in Medan District Court). As for 
the method of the data collection in this research was followed by means of the 
study of the bibliography in this case was received by principles, conceptions, 
views, legal doctrines as well as the contents of the rules of the law that was 
received from teo main references that is that was general (the legislation, the 
regulation, textbooks, and that special like the journal, the report on the research, 
et cetera. 

Results of the research showed that the role of the judge for giving 
adjudication to the accused of the trade (trafficking) the child and the woman. The 
judge must consistent in haridle case of the trade (trafficking) the child and the 
woman by giving prfority handling and punish the accused by equitable 
punishment. This moment, the parachute law to effort to eliminate the trade 
(trafficking) the child and the woman by presence Undang-undang Nomor 21 
Talmn 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In this 
law, in explicit had arranged about repayment of expenses incurred to the victims 
of the trade (trafficking) the child and the woman and the rehabilitation. Hence the 
role of judge to prevent and handle the acussed of the trade (trafficking) the child 
and the woman was very indispensable. 

A College Student of PPs. MHB UMA. 
•• 

First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA. 

Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Trafficking merupakan kejahatan keji terhadap hak asasi manusia, yang 

mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi 

terhadap hak asasi pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak dan 

lainnya.1 Namun semakin banyak terjadi tindak pidana trafficking. Di media cetak 

dan media elektronik hampir setiap hari memberitakan hal-hal tentang trafficking. 

Salah satu daerah yang tidak luput dari masalah trafficking adalah Medan. 

Medan sebagai ibukota Sumatera Utara terletak sangat strategis. Medan sebagai 

kota terbesar ketiga di Indonesia merupakan kota bisnis dan pintu gerbang wisata 

di Sumatera Utara, diyakini telah menjadi kota dengan tujuan mencari kepuasan 

seks para tamu yang melancong baik domestik maupun mancanegara. Banyak 

fenomena industri turisme di Medan memanfaatkan anak dan perempuan sebagai 

objek industri tersebut yang merupakan trafficking. Data di Pengadilan Negeri 

Medan, tahun 2008 ada perkara perdagangan orang sebanyak 7 (tujuh) perkara. 

Medan memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu pertama, sebagai daerah asal 

trafficking (sending area); kedua, daerah penampungan sementara trafficking 

(transit) dan ketiga, daerah tujuan trafficking.2 Kita masih ingat dengan kasus di 

1 Amiri Yoga Utami clan Pandji Putranto. 2002. Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: 
Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia, halaman 
67. 

2 Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Polisi Daerah 
umatera Utara. 2005. Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) 

Ferempuan dan Anak. Medan: Pusaka Indonesia. 
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"Semarak Hotel" yang m�manfaatkan anak-anak sebagai pemuas nafsu. Banyak 

tempat-tempat lain di Medan yang belum tersingkap sebagai daerah asal 

trafficking, daerah penampungan sementara dan daerah tujuan trafficking. 

Trafficking anak baik laki-laki maupun perempuan dan perempuan adalah 

kelompok yang banyak dijadikan sebagai objek trafficking. Karena itu. mereka 

adalah korban trafficking. Para korban diperlakukan seperti barang dijua� dibeli 

dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya. Para korban diperbudak. tidak 

hanya merampas hak asasi korban. tetapi juga membuat mereka rentan terhadap 

penganiayaan. siksaan fisik. kerja paksa. penyakit. trauma psikis, bahkan cacat 

dan kematian, dan juga menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa. 

Faktor penyebab anak dan perempuan dijadikan korban trafficking adalah 

sebagian alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan 

keterampilan. serta keterbatasan peluang kerja di daerah asal. Sebagian mereka 

memiliki anggota keluarga di daerah asal yang menggantungkan kelangsungan 

kehidupan ekonominya pada diri mereka. karena itu. mereka tersandera oleh 

kewajiban moral menghidupi sanak keluarganya di daerah asal. Faktor penyebab 

anak dan p�rempuan dijadikan korban trafficking yaitu sosial budaya. seperti 

relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. tingginya 

kecenderungan perkawinan di usia muda. korban kekerasan (abuse) dan lain-Iain.3 

3 
Majalah Pledoi: Trafficking in Person. Pusaka Indonesia clan European Union. halaman 07, 

Edisi April 2006. 
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